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WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TOMOHON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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4. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Kota adalah Kota Tomohon.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tomohon.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.

Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota Tomohon
yang bertanggungjawab kepada Wali Kota dan membantu Wali Kota dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja,
Kecamatan dan Kelurahan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut.
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11.

12.
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17.
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19.
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Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang
berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi
(Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.

BAB II
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a.

Pendapatan, meliputi :
1) Pendapatan Asli Daerah Rp. 37.076.155.678,00

2) Dana Perimbangan Rp. 533.738.937.744,00



3) Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan

b. Belanja, meliputi :
1) Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Bunga
c) Belanja Subsidi
d) Belanja Hibah

e) Belanja Bantuan
Sosial

f) Belanja Bagi Hasil

g) Belanja Bantuan
Keuangan

h) Belanja Tidak Terduga

2) Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai
b) Belanja Barang dan
Jasa

c) Belanja Modal

c. Pembiayaan
1) Penerimaan

2) Pengeluaran
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Rp. 96.815.107.946,00

Rp. 257.136.873.327,00
Rp. -
Rp. -
Rp. 31.703.412.850,00
Rp. 3.666.600.000,00

Rp. -
Rp. 561.384.573,00

Rp. 12.330.597.105,00

Rp. 76.148.822.052,00
Rp. 152.308.970.550,00

Rp. 123.865.876.528,00

Rp. 3.017.237.896,40
Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Pasal 3

Rp.

667.630.201.368,00

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

305.398.867.855,00

352.323.669.130,00

3.017.237.896,40
12.924.902.279,40

Ketentuan mengenai Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dalam Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 4

Ketentuan mengenai Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran
Pasal 5

Ketentuan mengenai Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 30 Agustus 2021

WALI KOTA TOMOHON,
ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TOMOHON,

ttd.
EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 16

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
_KEPALA BAGIAN HUKUM
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